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BAB III 

 

LANDASAN TEORI 

 
 

A. Financial Technology 

1. Pengertian Financial Technology 

Financial Technology (Fintech) merupakan industri  berbasis 

teknologi pada sektor jasa keuangan yang menghasilkan inovasi yang 

dapat memfalisitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan 

konvensional. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap produk 

keuangan selama bertransaksi. Dalam pengertian lebih luas, Financial 

Technology (Fintech) dapat didefinisikan sebagai industri yang 

menggunakan teknologi untuk mendukung sistem keuangan dan  

layanan keuangan secara lebih efektif dan efesien. Berbicara tentang 

berarti berbicara tentang inovasi teknologi (technology inovation), 

gangguan proses (Proses disruption), dan transformasi layanan (service 

transformation). Technology Inovation secara umum merupakan 

pemicu bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan industri 

informasi.
1
  

Menurut Bank Indonesia, Financial Technology (fintech) 

adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang 

                                                             
1
 Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, Teknologi Finansial, Sistem 
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menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang 

dapat berdampak pada sistem keuangan, efesiensi, keamanan, dan 

sistem pembayaran. Karna kemudahan dan kecepatan ini, fintech 

menjadi popular di kalangan milenial dan diperkirakan akan terus 

berkembang. 

Fintech atau kependekan dari financial technologi menurut 

Nasional Digital Research l Center (NDRC), istilahl fintech adalah 

sebuah inovasil yang menggunakan teknologi l modern di bidangl 

keuangan. Fintech adalah layanan keuanganl berbasis lteknologi, 

dimana fintechl merupakan layanan yangl inovatif di bidangl layanan 

keuangan yangl menggunakan sisteml online. Menurutl Pricewaterhouse 

Coopersl atau PwC l menjelaskan, bahwal fintech merupakan segmenl 

dinamis dari sektorl jasa keuanganl dan teknologi l berfokus pada l start-

up yangl bergerak dan berinovasi di industri l produk danl jasa. 

Fintech Weeklyl mendefinisikan fintechl sebagai salahl satu 

bagianl dari industri berbasis perangkat lunak yang mendukung layanan 

keuangan. Value-Stream mendefinisikan fintech sebagai teknologi yang 

melayani nasabah di lembaga keuangan, tidak hanya back and middle 

office, tetapi juga frint office yang dikelola masyarakat.
2
 

                                                             
2
 Tim Dinar, Fi ntech Syariah Teori dan Terapan,( Surabaya : Skopindo 

Media Pustaka, 2020). h. 3. 
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Financial technology merupakan salah satu bentuk aplikasi 

informasi di industri keuangan. Akibatnya, beberapa model keuangan 

baru muncul, pertama kali dimulai oleh Zopa, yaitu lembaga keuangan 

inggris yang mengoprasikan layanan pinjaman, kemudian model 

keuangan baru melalu perangkat lunak.
3
 

Fintech menurut Fintech weekly merupakan salah satu bisnis 

berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan layanan 

jasa keuangan. Perusahaan fintech umumnya adalah sebuah perusahaan 

start-up yang menyediakan dan memberikan layanan serta solusi 

keuangan kepada pelangan seperti pembayaran mobile, transfer uang, 

pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan management asset. dengan 

demikian fintech syariah dapat disimpulkan sebagai layanan dan solusi 

keuangan yang menyediakan layanan dengan teknologi informasi 

berlandaskan hukum Islam (syariah). 

Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiahnya berarti 

jalan atau garis yang harus diikuti. Secara lterminologi, pengertian 

syariah adalahl “peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan 

oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan dipaksakan kepada 

                                                             
3
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umat islam sebagai hubungan antara mereka dan Allah SWT dan 

diantara mereka dengan orang-orang.” 
4
 

Sehingga dalam pelaksanaan fintech syariahl harus sesuai 

denganl prinsip ekonomi syariahl dalam ajaran agama Islam yang diatur 

dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 

tentang uang elektronik syariah dengan fawa No.117/DSN-

MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi iformasi 

berdasarkan prinsip syariah. Di berbagai Negara perkembangan fintech 

semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dari 

tahun ke tahun, termasuk Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya 4 

perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus 

meninggat hingga tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan fintech di 

Indonesia. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penggerak Fintech di 

Indonesia 

Tujuh faktor penggerak utama fintech yakni: 

Transformasi sikap dan minat pelanggan 

a. Perangkat digital dan selular 

b. Transformasi yang begitu cepat 

                                                             
4
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c. Menurunya kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan 

d. Ada lebih sedikit hambatan untuk menjadi digital 

disruptor. 

e. Manfaatkan keuntungan yang menarik 

f. Beberapa aturan dan kebijakan mendukung. 

Dalam beberapa faktor penggerak inovasi fintech yang 

dikemukakan oleh Fin dan Nizar terdapat beberapa faktor antara lain : 

yang terkait dengan manusia, alat bantu sebagai perangkat pendukung, 

peluang, dan yang terkait dengan kebijakan. Dari berbagai faktor 

tersebut ada yang terjadi secara alami dan juga disengaja. Adanya 

faktor pendukung tersebut tentunya akan meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan financial technology. 

Dalam inovasi fintech Proses Disruption adalah tentang 

penerapan inovasi teknologi yang secara tidak langsung mengganggu 

proses lembaga keuangan tradisional. Industri jasa keuangan perlu 

mempersiapkan diri untuk pengembangan strategi organisasi di bidang 

jasa keuangan pelayanan keuangan yang lebih efektif dengan 

memanfaatkan perkembangan pesat saat ini. ketika pendekatan fintech 

menjadi model baru dalam layanan keuangan, arus utama produk dan 

layanan akan sepenuhnya digital dan melalui platform teknologi. 
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Analisis Lee dan Shin pada tahun 2018 terhadap ekosistem 

Fintech yang berfokus pada lima elemen dasar ekosistem fintech itu 

sendiri yaitu : 

a. Fintech start-up menyediakan layanan transaksi 

pembayaran: pengelolaan uang, pembiayaan dan 

pinjaman, perdagangan, sekuritas, asuransi dan lainnya. 

b. Pengembangan teknologi seperti pengembangan layanan 

big data anality, kecerdasan buatan (artifivcal 

intelligence), blockchain dan cryptocurrency, cloud 

computing (komputasi awan). 

c. Organisasi pemerintah (peraturan keuangan dan hukum) 

d. Klien baik individu maupun berbadan hukum 

e. Lembaga keuangan tradisional seperti bank tradisional 

seperti bank tradisional, perusahaan palang dan pemodal 

ventura. 

3. Dasar Hukuml Fintech Syariahl 

Financiall Technology (fintechl) merupakan bagian dari 

layanan keuangan ldigital. Berbicara mengenai l undang-undang fintech 

disebuahl Negara, kita akanl membahas tentangl referensi hukum terkait 

tatal kelola sisteml fintech, kemudian membagi kewajibanl bagi masingl-
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masing subjekl hukum, termasukl perlindungan hukum bagil konsumen 

lfintech. 

Layanan fintechl di Indonesial seharusnya memiliki payungl 

hukum untuk melindungi konsumen yangl mengatur secaral umum, 

yaitu sebagail berikut: 

a. Peraturan Otoritasl Jasa Keuangan Nomor l 

77/lPOJK.01/2016 l 

Peraturah OJK inil tentang layananl berbasis teknologil 

informasil untuk kegiatanl pinjaml meminjaml uang. Peraturanl inil 

menjelaskanl secara umuml bagaimanal  tatal pelaksanaan fintechl peerl to 

peerl sertal pembagianl-pembagian pelaksanaan hakl dan tanggungl jawab 

masingl-masing. 

Pasall 1 ayat l (3) menerangkan l bahwa layanan l berbasis 

teknologi informasi kegiatan l pinjam meminjam l uang merupakanl 

layanan untuk l mempertumakan antara penerima l pinjaman danl pemberi 

pinjamanl dengan melakukan perjanjian l pinjam meminjaml secara 

langsungl mata uangl rupiah, dengan l menggunakan jaringanl internet 

melaluil sistem elektronik (Otoritasl Jasa lKeuangan, 2016). 

b. Undang-Undangan No. 11 Tahun 2008 

UUl lNo. 11l Tahun 2008 l mengenail informasil dan transaksil 

lelektronik, memaparkan bahwa l kegiatanl yang dilakukanl menggunakanl 



 
 

  

43 

jaringanl computer atau medial elektronikl lainnya l oleh subjekl hukuml 

disebutl sebagai transaksil elektronik. (UUl RI Nomorl 11 Tahunl 2008). 

c. Peraturan Otoritasl Jasa Keuanganl Nomor 

1l/POJK.07 l/2013 

POJKl Noor 1l Tahunl 2013 berkaitanl denganl perlindungan l 

konsumen untukl sektorl jasal keuangan secaral lumum. Pada pasall 1l ayat l 

3 menjelaskanl mencakupl prilaku pelakul usaha jasal keuanganl dalam 

perlindunganl terhadap lkonsumen. (Peraturan Jasa Keuangan Indonesia l 

No. 1l/POJK.07l/2013, 2013l). 

d. Undang-Undangl No. 8l Tahun 1999l  

UUl Nomorl 8l Tahun 1999l dasar hukum ini merupakan dasar 

hukum yang relevan dengan sistem oprasional fintech syariah. Yaitu 

tentang perlindunganl konsumen, Padal pasal 1l ayat 1l dan 2l 

menjelaskan, bahwal perlindungan konsumenl adalah segalal upaya 

untuk melindungin konsumenl dengan ditegakkannya kepastian l hukum. 

Konsumenl mencakup diril sendiri, orangl lain, lkeluarga, dan makhlukl 

hidup lainnya l yang tidakl untuk diperdagangkanl, kemudian memakai l 

produk-produkl yang tersedial didalam masyarakat baikl barang ataul 

jasa. (UUl No 8l tahun 1999l Perlindungan lKonsumen, 2004). 
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e. Peraturan Pemerintahl Nomor 82l tahun 2002l 

 Peraturan inil diterbitkan untukl mendukung pelaksanaanl 

kegiatan transaksil elektronik sesuail dengan UUl N.11 Tahun l 2008l (PP 

Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012). Klausul yang dijelaskan 

didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya aturan 

transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku 

subjek hukum. 

f. Peraturan Bankl Indonesia lNo.19/12 l/PBI/2017l 

 Peraturanl bankl Indonesia l mengenai penyelenggaraanl 

teknologil informasi financial ini l ditetapkanl sebagail acuan mengenail 

kewajibanl bagil penyelenggara teknologi l financial untukl mendaftarkanl 

di Bankl lIndonesia, khususnya l yang melakukanl layanan sisteml 

pembayaran. 

 Padal pasall 3l ayat l 1l disebutkanl kategoril-kategori 

penyelenggaraanl teknologil lfinansial, yaitu bagil penyelenggaral lsistem, 

pembayaran, lpinjaman, lpembiayaan, danl penyediaan modall 

pendukungl lpasar, manajemen investasi l danl manajemenl resiko dan l 

jasa keuanganl llainnya. (Peraturanl Bank Indonesial Nomorl 

19l/12/PBIl/2017, 2017l). 
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Adapun acuanl secara khususl untuk fintechl syariah akanl 

berpedoman padal Majlis Ulamal Indonesia (MUIl) yaitu : (FATWAl 

DSN MUIl No.1l/DSN-MUIl/II/2018l). Fatwa Dewanl Syariah Nasionall 

Majlis Ulamal Indonesia inil mengenai prinsipl syariah padal layanan 

pembiayaanl berbasis ldigital. 

Padal poin pertamal mengenai ketentuanl umum, DSNl MUI 

menjelaskanl bahwa layanan l pembiayaan digitall berbasis lsyariah, 

merupakan penyelenggaraanl layanan untukl mempertemukan antara l 

pemeberi pembiayaan danl penerima pembiayaan berdasarkan l prinsip 

yang sesuai dengan syariahl melalui teknologi informasi. 

Pada poin keempatl dari Fatwal DSN MUIl No. 117l mengenai 

ketentuanl pedoman umuml layanan pembiayaan l teknologi linformasi, 

menyebutkan bahwal kegiatan transaksil tidak bolehl mengandung unsur l 

riba, ltadlis, dharah, lgharar, maysir, haraml dan lzalim. Dan perbedaanl 

mendasar fintechl pada umumnya l dengan syariahl adalah denganl 

mempehatikan akadl akad syariahl yang akanl dibentuk dalaml sebuah 

kegiatanl layanan pembiayaanl berbasis teknologi l informasi.
5
 

4. Model-Model Fintech 

Kemajuanl teknologi yangl sangat pesat merupakanl satu bentuk 

revolusil industry 4.0 yangl membawa perubahanl dalam masyarakat. 

                                                             
5
 Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, Fintech Syariah dalam Industri Halal: 

Teori dan Praktik, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021),  h. 63. 
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Perubahanl terjadi dalaml berbagai bidangl kehidupan mulail dari bidangl 

pendidikan. Sosiall budaya, lekonomi, komunikasi, danl berbagai bidangl 

lainnya. Setiapl perubahan memiliki dampaknya l baik positif atau 

lnegatif. Adanya perubahan dengan teknologi l ini tergantungl bagaimana 

caral mengaplikasikannya, Sebagai contoh dalam l bidang industril 

sekarang, banyak l memanfaatkan tenaga l mesin untukl kelangsungan 

industri dan itu akanl berdampak padal pegawai yangl semula bekerjal 

sejak di gantikan olehl mesin dan menjadil pengangguran. 

Salahl satu dampakl positif yangl dapat dilihatl yakni mundurnya 

industri barul pada sektorl pendanaan danl pembiayaan. Hall ini jugal 

dapat dilihatl banyak bermunculan jasa l keuangan nonl-bank ataul 

industri lmodal, seperti lembaga l pembiayaan, danal pensiun, lpegadaian, 

asuransi, lembagal keuangan lmikro, dan pasarl modal. Perananl internet 

dalaml teknologi informasil juga telahl digunakan untukl 

mengembangkan industry keuangan l (financial industryl) melalu 

modifikasi danl efesiensi layanan keuanganl yaitu yang dikenall sebagia 

financial technology l atau disebutl fintech. Berikutl jenis-jenisl fintech: 

a. Financial Technology Peer to Peer Landing 

Fintech peer to peer landing merupakan jenis pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi yang tumbuh pesat l di lIndonesia, 
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pinjam meminjam l uang melaluil layanan P2Pl landing mempunyai 

kelebihanl tersendiri yakni syarat l yang sangatl mudah danl proses yangl 

cepat dibandingkan dengan l pinjam meminjaml uang melalu lembaga l 

bank. Inovasi l Keuangan Digital (IKD) merupakan ekosistem digital 

yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapatkan nilai tambah 

baru dari P2P landing salah satu layanan fintech yang termasuk sebagai 

pembaruan modal aktivitas bisinis, instrument keuangan, serta proses 

bisnis. 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 

َٗۤٗ اجَْزٌ كَزِيْنٌ  َٗ وَلَ َٗ لَ عِفَ َ قزَْضًا حَسٌَاً فيَضُه   هَيْ ذَا الَّذِيْ يقُْزِضُ اّللّه
"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman 

yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda 

untuknya, dan baginya pahala yang mulia."
6
(QS. Al-Hadid 57: Ayat 

11) 
 

P2P landing adalah startl-up yangl menyediakan platform 

pinjamanl secara lonline. Bagian urutan pemodalan yang l sering 

dianggap l paling strategis l untuk membukal usaha melahirkanl ide 

banyakl pihak untuk l mendirikan startl-up jenisl ini. Dengan l demikian, 

bagil orang-orangl yang membutuhkanl dana ntukl membuka ataul 

mengembangkan usahal dan ljasanya, saat dapatl menggunakan jasal 

start-upl yang bergerakl dibidang peer tol peer landing (P2Pl Landing) 

                                                             
6
 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya. (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), h.538 
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(siti kholifah, 2019). Konsep fintechl tersebutkan menyesuaikan 

perkembanganl yang dipadukanl dengan bidangl finansial padal lembaga 

keunganl perbankan. Sehingga l diharapkan bisal memfasilitasi prosesl 

transaksi keuanganl yang lebihl praktis, laman, serta lmodern. 

Adapun syaratl dan ketentuanl yang harusl dipenuhi baikl oleh 

sisteml maupun paral pengguna dalaml layanan fintechl peer tol peer 

landing yang telah di jelaskan dalam l POJK nomor l 77 tahunl 2016, 

sebagail lberikut: 

1) Setiapl pelakul subjekl hukum P2Pl lendingl harusl 

menuangkan perjanjianl yangl berisil informasi 

tentangl kejelasanl transaksil yang akanl dilakukan 

bersamal untuk menghindaril kesalahpahaman serta l 

hal-hall yang tidakl diinginkan kedepannya l dalam 

dokumenl elektronik disertail tanda tanganl virtual. 

2) Statusl pemberi pembiayaanl merupakan warga l 

negara aslil dalam negri ataul luar negeri, sedangkanl 

untuk penerimal pembiayaan harusl merupakan 

warga l atau berbadanl  hukum Negaral Indonesia 

3) Perjanjianl dilakukan dengan dual skema yauitu 

antaral pemberi dan denganl penyelenggara layanan 
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P2Pl lending dan penerima pembiayaan dengan 

penyelenggara P2Pl lending 

4) Diwajibkanl menggunakan akunl eskro bagi l 

penyelenggara danl akun virtuall bagi pemberil 

pembiayaan 

 

Adapunl subjek hukum dan sistem jalannya l kegiatan layanan l 

peer tol peer lendingl akan dijelaskan dalam gambar bagan di bawah ini: 

     

     

 

Keterangan Bagan : 

a) Dana awall disalurkan olehl pemberi pembiayaanl 

atau pemilikl dana melaluil penyelenggara layananl 

fintech P2Pl lending 

b) Penyelenggara P2Pl lending akanl menyalurkan danal 

dari pemberi dana kepada penerima l pembiayaan 

c) Dana yangl telah dipinjaml akan dikembalikanl 

melalui penyelenggaraan P2Pl lending 

d) Dana tersebutl oleh penyelenggaral akan 

dikembalikanl kepada pemilikl dana 

Pemberi 

Pembiayaan 

Penyelenggara 
Penerima 

Pembiayaan 
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e) Penerima danal akan membayar l imbalan ataul ijarah 

kepadal penyedia layananl fintech P2Pl lending 

f) Penyedia layananl P2P lendingl akan menyerahkanl 

ijarah kepadal pemilik danal. 

Alternatif sumber pembiayaan yang sangat berpotensi bagi 

masyarakat salah satunya yaitu fintech P2P lending terutama dalam hal 

sumber modal bagi UMKM (usaha mikro kecil menengah). Pemberi 

pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk 

mengakses sistem financial technology P2P lending ini pelaksanaan 

oprasionalnya.  Di balik kemudahan fintech P2P lending terdapat risiko  

tersendiri. Sehingga, pemberian dana pembiayaan dilakukan dengan 

dibatasi total pinjamannya maksimum dua  milyar rupiah sebagai upaya 

perlindungan kepentingan konsumen dari segi keamanan dana dan 

membantu menstabilkan sistem keuangan. 

Fintech peer tol peer lendingl memberikan manfaat penyaluran 

pembiayaanl kepada UMKM di l Indonesia. Fintech syariah P2P lending 

yang memberikan UMKM sebagai alternatif pembiayaan yang 

merupakan salah satu inovasi berbasis digital yang merupakan salah 

satu kompenen yang bisa meningkatkan perekonomian nasional 

UMKM di Indonesia yang masih memiliki permasalahan utama yakni 
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kterbatasan modal dan akses dalam transaksi perbankan. Hal ini dapat 

di atasi dengan kehadiran fintech peer to peer landing. 

Di sisi lain terdapat beberapa resiko yang dialami oleh fintech 

syariah juga cukup besar. Oleh karna itu, dalam layanan pemberian 

pembiayaan akan melewati beberapa prosedur, pertimbangan dan 

penilaian oleh pihak penyelenggara P2P lending. Ruang lingkup fintech 

sendiri tumbuh drastis seiring dengan berkembangnya teknologi dalam 

bidang jasa keuangan dan dijadikan pilihan pembayaran cashbless. 

b. Market Aggregator 

Market Aggregator adalah portal atau website yang memiliki 

simpanan bank data yang berisikan informasi keuangan yang ada 

dipasaran, seperti produk tabungan, asuransi, dan lainnya. Contoh 

fintech ini adalah Finansialku.com. Dari fintech ini konsumen bisa 

mendaatkan produk keunaga yang dicari sesuai dengan kebutuhan dan 

juga keinginannya. Market Aggregator berperan sebagai pihak yang 

mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data untuk konsumen 

dengan tujuan memberikan wawasan kepada seluruh konsumen 

sebelum memilih produk keuangan yang dinginkan.
7
 

                                                             
7
 Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, Fintech Syariah dalam Industri Halal: 

Teori dan Praktik, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021),  h. 4. 
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Menurut Rumondang menyebutkan market aggregator dengan 

istilah account aggregator. Bagi pengguna smartphone yang 

membutuhkan dan menggunakan berbagai layanan transaksi perbankan, 

maka jenis fintech market aggregator ialah jenis fintech yang paling 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana tersedia layanan yang 

mampu menyelesaikan seluruh transaksi perbankan hanya melalui 

platform saja. Pengguna platform akan mendapatkan kemudahan saat 

melakukan verifikasi dan transaksi digital karna prosesnya yang sangat 

cepat dan efesien.
8
 

Dalam mekanismenya. Beberapa akun perbankan yang 

dimiliki oleh konsumen dapat didaftarkan dalam satu platform, 

kemudian konsumen dapat turut mengawasi seluruh transaksi 

perbankan hanya melalu platform tersebut. Market Aggregator ini 

berperan mengumpulkan, mengelola serta menyajikan data kepada 

konsumen dan bertujuan membantu para konsumen dalam memilih 

produk keuangan. 

c. Digital Payment 

 Digitall Payment adalahl cara pembayaranl menggunakan media l 

elektronik. Seseorang dapat l mengaplikasikan transaksi l pembayaran 

                                                             
8
 Tim Dinar, Fi ntech Syariah Teori dan Terapan, (Surabaya : Skopindo 

Media Pustaka, 2020). h. 18. 
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melalui shortl messages service (SMSl). Internet bankingl mobile 

lbanking, atau dompetl elektronik. Digitall  payment merupakan fintechl 

yang bergerak l pada lalulintas lpembayaran, baik olehl perbankan atau 

Bankl Indonesia. Adanya l fintech inil memberikan kemudahanl bagi paral 

penggunanya melakukan transaksi pembayaran l yang efektifl dan 

efesien. 

Selain itul terdapat jenisl fintech yangl mendukung pembisnis e-

commers, sepertil Doku danl Midtrans dimanal menghubungkan el-

commers dengan berbagai l bank. Sehinggal penjual danl pembeli dapatl 

melakukan transaksil kapanpun dan dimanapun. 

Perusahaan tekfin digital payment menyediakan jasa 

pelayanan berupa pembayaran berbasis online, sehingga dapat 

membantu lebih cepat dan praktis kepada konsumen. Fitur yang 

diterapkan pada pembayaran secara online yakni transaksi online antar 

konsumen, pemilik bisnis atau antar pelaku yang biasa disebut dengan 

bisnis to bisnis (B2B).  Digital Payment biasanya dapat berupa dompet 

digital (e-wallet) yang biasanya digunakan masyarakat dalam 

bertransaksi e-commers. Pada umumnyadompetdigital dapat diisi oleh 

konsumen ketika ingin melakukan transaksi sesuai dengan nominal 

yang diinginkan, pengisian Dompet Digital dapat diidi melalui ATM, 
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Mobile Banking, dan Internet Banking. Teknologi ini juga mengurangi 

terjadinya transaksi secara tunai (Cashless). Perkembangan teknologi 

finansial untuk digital payment saatini sudah menggunakan QRcode 

untuk melakukan transaksi. 

Pembayaran elektronik atau digital payment ini mampu 

menawarkan keamanan, kemudahan, serta kecepatan dalam melakukan 

transaksi. Berikut beberapa manfaat adanya tekfin Digital Payment ini 

yaitu: 

1) Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. 

Dengan adanya digital payment akan memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi bagi konsumen. 

2) Pencatatan dan perencanaan keuangan yag mudah 

direcord. Karena pada sistem semua akan tercatat history 

dari transaksi konsumen. 

3) Pembayaran instan, proses pembayaran dengan 

digital paymen lebih cepat dari metode pembayaran 

secara tradisonal sehingga lebih menghemat waktu 

pengguna dalam melakukan transaksi. 

4) Keamanan yang lebih baik, dengan Digital Payment 

sistem keamanan pengguna lebih aman dalam 
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melakukan transaksi, sehingga mengurangi risiko adanya 

kehilangan ataupun pencurian. 

5) Meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan 

banyaknya pilihan cara pembayaran dalam  digital 

payment konsumen lebih leluasa dalam memilih cara 

pembayaran. 

6) Menghemat Processing Cost dan lebih transparan, 

dalam transaksi menggunakan  digital payment lebih 

transaparan dan lebih murah. 

7) Minim kontak, terutama dalam masa pandemic ini 

penggunaan  digital payment dapat meminimalisir 

terjadinya kontak langsung dengan orang lain, dan 

merasa aman dan nyaman serta mengurangi penyebaran 

virus covid-19 

5. Manfaat dan Risiko Fintech 

Financial Technology dengan layanan keuangan seperti 

crwonfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang memberikan 

perubahan dalam bisnis start-up. Selain itu, fintech juga dapat 

memberikan fasilitas transfer uang baik secara global maupun 

internasional. Adapaun crownfunding yang mana seseorang dapat 
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melakukannya dengan mudah. Menurut (Alwi, 2018) layanan jasa 

pinjam-meminjam fintech memiliki kelebihan utama yaitu:  

a. menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) 

dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan 

berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi. 

b. Dapat menilai berbagai risiko terhadapl para pihakl 

yang bersangkutan secara lonline. 

c. Dapat mengetahui informasi tagihan l (collection) 

dengan efektif dan efesien dikirim secara online. 

d. Menyediakan informasi dan status pinjaman kepada 

pihak yang bersangkutan secara online. 

e. Tersedianya escrow account dan ritual account pada 

perbankan kepada pihak yang bersangkutan. 

Dari beberapa kelebihan tersebut fintech dapat digunakan 

untuk memberikan kemudahan diantara peminjam dan pemberi 

pinjaman. Kehadiran fintech tentunya sangat membantu masyarakat di 

suatu Negara. Masyarakat yang membutuhkan financial tersebut 

dengan mudah mengakses dan mengajukan permohonan secara online. 

Adanya kemudahan tersebutmeunjukan bahwa pelayanan finansial ini 

merupakan mekanisme yang dapat digolongkan cepat dan mudah untuk 
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memnuhi kebutuhan dan mendapatkan produk finansial dan dapat di 

minimalkan. 

 

B. Pengertian Akad 

Dalaml menjalankan lbisnis, satu hall yang sangatl penting 

adalahl masalah akadl (Perjanjian). Akadl sebagai salahl satu caral untuk 

memperolehl harta dalaml syariat Islaml yang banyak l digunakan dalaml 

kehidupan seharil-hari, akadl merupakan caral yang di ridhai Allahl Swt. 

Dalam surahl Al-Maidah Ayat l 1  

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 

                  

                       

                

 

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. 

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum 

sesuai dengan yang Dia kehendaki."
9
 (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)   

Pengertian Akad l (Ikatan, lkeputusan, atau penguatan) ataul 

perjanjian ataul transaksil diartikanl sebagai kemitraanl yangl terbingkail 

dengan nilail-nilail lsyariah. Dalam istilahl Fiqh, secaral umum berartil 

sesuatu yangl menjadi tekadl seseorang untukl melaksanakan, baikl yang 

                                                             
9
 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya. H.182 
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muncull dari satul pihak, sepertil wakaf, ltalak, sumpah, maupunl yang 

muncull dari dual pihak, sepertil jual lbeli, sewa, lwakalah,dan lgadai. 

Secaral khusus akadl yaitu kesetaraan antara l Ijab (pernyataanl 

penawaran/pemindahanl kepemilikan ) danl qabul (pernyataanl 

penerimaan) dalaml lingkup yangl disyariatkan danl berpengaruh padal 

sesuatu.
10

 

Menurut Kompilasil Hukum Ekonomil Syariah, yangl dimaksud 

denganl akad adalahl kesepakatan dalaml suatu perjanjianl antara dual 

pihak ataul lebih untukl melakukan danl tidak melakukanl perbuatan 

hukuml tertentu. 

Akadl dalam hukuml Islam identikl dengan perjanjianl dalam 

hukuml Indonesia, katal akad berasal dari kata al-„aqd yang berarti 

ikatan, mengikat, menyambung atau meng-hubungkan (ar-rabt), 

(moghul), mengikat. Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau 

mengumpulkan dua ujung tali dan mengaitkan salahsatunya pada yang 

lainnya sehingga keduanya menyambung dan menjadi sutas tali yang 

satu. Pengertian akad secara terminology fiqh (hukum Islam) adalah 

perikatan antara ijab (penawaran) dengan qobul (penerimaan), secara 

                                                             
10

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Wali, 2007), hal, 

35 
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yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak 

. 

Para ahli hukum Islam (jumhur Ulama) memberi definisi akad 

adaah sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ 

yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah 

pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau 

lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas menunjukan bahwa. 

Pertama, akad merupakan keterkaitan l atau pertemuanl ijab danl qabul 

yang berakibatl timbulnya lhukum, ijabl adalah penawaranl yangl 

diajukanl oleh salahl satul lpihak, dan qabull adalahl jawabanl persetujuan 

yangl diberikanl mitral sebagai tanggapanl terhadapl penawaranl pihak 

lpertama. Akadl tidakl akan terjadil apabilal pernyataanl kehendak 

masingl-masingl pihakl ridak terkaitl satu l samal lain karnal akadl adalahl 

keterkaitan kehendakl kedual pihakl yang tercerminl dalaml ijabl dan 

lqabul. Kedua, akadl merupakan tidakanl hukum dual belah pihakl karena 

akadl adalah pertemuanl ijab yangl mempersentasikan kehendak l dari 

satul pihak danl qaibul yangl menyatakan kehendakl lain. 
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C. Wakalah Bil l Ujrah 

Pengertianl Wakalah Bill Ujrah. Wakalahl memiliki arti 

perlindungan, penutup, tanggung jawab danl pendelegasian. Menurut 

ulamal Hanafiyah wakalahl adalah perbuatanl hukum seseorangl dalam 

rangkal menempatkan pihakl lain padal posisi dirinya untukl melakukan 

perbuatan hukum tertentul yang boleh l dan diketahui (tidakl gharar). 

Ujrahl memiliki arti Imbalan, Wakalahl Bil Ujrahl berarti 

wakalahl yang dilakukanl dengan imbalanl yang telahl ditetapkan sesuail 

dengan lperjanjian. Wahbah Azl-zuhaili mengatakanl bahwa “wakalah 

sah dengan upah atau tanpa upah”. Dari l keterangan inil dapat 

disimpulkanl bahwa wakalahl merupakan pelimpahanl wewenang 

terhadapl pihak lainl yang menggatikanl dirinya untukl bertindak sepertil 

dirinya denganl imbalan yangl telah ldisepakati.
11

 

Akad walakah bil-ujrahl merupakan akadl pemerian kuasa dari l 

salah satul pihak kepihak llain, ntuk melakukan suatul tindakan yangl 

yang diperlukan atasl nama pemberil kuasa danl atas wakalahl (pemberi 

kuasa). Penerimal kuasa mendapatkanl ujrah ataul fee. Penerimal kuasa 

mendapatkanl ujrah ataul fee yangl telah ldisepakati. Ujrah yangl 

diberikan harusl dinyatakan denganl jelas danl telah disepakatil dan 

                                                             
11

  Asyura dan Leni Masdinar  Nasution,  Multilevel Marketing Syariah di 

Indonesia dalam Perspektif  Maqashid  Syariah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2021), H.35 
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diketahuil oleh kedua belahl pihak. Baikl oleh pemberil kuasa 

(muwakkill) maupun penerimal kuasa (wakill) dan tidakl boleh 

mengandungl unsur lriba, gharar (ketidakpastianl), dan lmaysir. 

Akad Wakalah Bil Ujrah adalah akad Tijarah yang 

memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk 

mengelola Dana Tabarru’ atau Dana Investasi Peserta. Sesuai kuasa 

atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah (fee). 

Menurut Fatwal DSN MUIl No: 52l/DSNMUI/III/2006 lTentang Akad 

Wakalah Bil Ujrah meliputi beberapa kegiatan administrasi yang 

dilakukan, seperti pengelolaan dana, pembayaran klaim, 

underwriting,pengelolaan portopolio risiko, pemasaran dan investasi.
12

 

Kehalalan Wakalah Bil Ujrah terdapat pada nas dalam kitab l 

Allah SWT, perkataanl Nabi SAW, dan l kesepakatan lulama.  

Pada ayat l Al-Qur‟an Q.S AL-Kahfi ayat 19 Allah SWT 

Berfirman : 

 

                      

                        

                    

                                                             
12

 Muhammad Kurniawan, Bank & Lembaga Keuangan Syariah : Teori 

dan Aplikasi, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2021), h.115. 
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“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara 

mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, 

“Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, 

“Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang 

lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada 

(disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke 

kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia 

lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian 

makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut 

dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.
13

 

(Q.S Al-Kahfi ayat 19) 

 

1. Rukun Wakalahl  

 Menurutl mayoritas para ulama wakalahl memiliki empatl rukun 

yaitu: 

a. Orang yangl mewakilkan adalahl pemilik, lbalig, berakal, 

pemilikl sah yangl dapat bertindakl terhadap sesuatul yang 

ldiwakilkan. 

b. Orangl yang mewakilil yaitu orangl yang memilikil akal 

sehatl tidak lgila, idiot ataul anak kecill yang dapatl 

membedak1an baik danl buruk, orang yang mewakilinya jugal 

                                                             
13

 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya h. 520 
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harus orang yang mengetahui objek yang diwakilkan 

kepadanya. 

c. Objekl yang diwakili lyaitu, diketahui dengan l jelas olehl 

yang lmewakili. Tidak bertentangan l dengan syariah l Islam, danl 

dapat di wakilkan menurut l syariah lIslam. Perbuatan yangl 

tidak dapat diwakilkan adalah yang berkaitanl dengan 

lmuamalah, sehingga ibadah mahdah yaitu ibadah l yang tidakl 

dapat diibaratkan seperti shalat, lpuasa, bersuci kecualil dalam 

ibadahl haji makal sah digantikanl apabila orangl yang maul 

berangkat hajil itu meninggall dunia. Untukl itu tidakl sah 

mewakilkanl sesuatu yangl tidak diketahuil dengan jelasl 

diwakilkan adalahl sesuatu yangl berkaitan denganl hak Allahl 

SWT. Sepertil jarimah, lhudud, qishah, danl lainnya. 

d. Sighah l adalah perjanjian kontrak. Keadaanl lafadz sighah 

hendaklahl menunjukan ridha yang lberwakil. 

2. Sifat Wakalah Bil Ujrah 

Apabilal akad Wakalah tidakl mengandung ujrah l yaitu 

limbalan, maka akadl wakalah inil bersifat tidakl mengikat, dalaml arti 

pihak yangl mengadakan akad boleh membatalkanl akad secaral sepihak 

tanpal menunggu persetujuan dari pihakl lain. Namum apabilal akad 
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wakalahl mengandung ujrahl (imbalan) makal akad wakalahl ini bersifatl 

mengikat sehingga l tidak bolehl dibatalkan secaral tiba-tiba ataupun 

sepihak. 

3. Berakhirnya akadl Wakalah Bil Ujrah 

a. Orangl yang mewakilkanl dapat mewakili wakalahnya, hal 

inil dapat terjadil apabila wakill mengetahui hall tersebut 

danl tidak aada hakl orang lainl didalamnya. 

b. Orangl yang menjadil wakil tidakl mampu lagi melakukan 

tindakan hukum seperti kehilang akal atau meninggal. 

c. Pekerjaanl yang diwakilkanl sudah selesai ldikerjakan. 

d. Hilangnya l hak kekuasan pemberil kuasa atau objek yangl 

dikuasakan. 

e. Pelaku akad membatalkanl akad lwakalah.
14

 

 

D. Qardh 

Akadl qardh adalahl akad pinjamanl dengan ketentuan bahwal 

pinjaman terikat mengembalikanl uang yangl telah diterimanya l sesuai l 

dengan jangkal waktul yang ditentukan dalam l perjanjian yang telah 

diberikan. Pinjaman yang diberikan adalah dana atau tagihan yang 
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 Asyura dan Leni Masdinar Nasution, Multilevel Marketing Syariah di 

Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah, h.47. 
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dapat disamakan dengan itu, dan atas kesepakatan antara pinajaman 

dan pihak yang meminjamkan yang telah mewajibkan peminjam 

melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Berikut penjelasan mengenai Qardh daam fintech yaitu : 

1. Pinjaman Qardh diberikan tanpa memberikan atau 

mempersyaratkan adanya ketidakseimbangan. 

2. Ada dua jenis akad di lembaga keuangan syariah. Pertama, akad 

qardh dengan panggilan sosial, hanya menargetkan Fatwa DSN-

MUI. Sebagai sarana untuk bertransaksi atas suatu produk 

semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, Akad 

qardh yang diakukan sebagai cara untuk menyelesaikan 

transaksi lain dengan menggunakan akad mu’awadhah 

(pertukaran perdagangan), Yang hanya berorientasi pada 

keuntungan. 

3. Pendapatan biaya administrasi dalam pinjaman qardh dari dana 

pihak ketiga akan dibagi. 

4. Ujrah akad ijarah atau akad ain yang diakukan  bersamaan 

dengan akad pemberian pinjaman qardh. 
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E. Riba 

Riba secara harfiah berarti ziyadah artinya Tambahan. Dalam 

pengertian linguistik lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba 

berarti pengambilan tambahan dati harta pokok atau modal batil. Ada 

beberapa pendapat tentang penjelasan riba, tetapi secara umum ada 

benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan 

tambahan, b aik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam 

secara batil atau bertentangan dengan prinsip dalam Islam 

Allah SWT mengingatkan dalam firmannya (an-Nisa 29) 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 
 

                      

                         

          

 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang ba;til (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu."
15

 (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29) 
  

                                                             
15

 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya h.140 
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Riba secara bahasa dari kata rabba-yarbuu yang artinya 

“tumbuh dan bertambah.”
16

 semua bentuk tambahan yang melebihi apa 

yang Allah halalkan disebut riba. Makna bahasa kata riba ini bisa kita 

jumpai di beberapa kata dalam al-qur‟an di antaranya,  

Al-haaqqah : 10 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

مْ فاََ خَذَهُمْ اَخْذَةً رَّا بيَِةً فَ عَصَوْا  رَسُوْلَ رَبِّهِ  
 

"Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya, Allah menyiksa 

mereka dengan siksaan yang sangat keras."
17

 (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 

10) 

 

Riba secara bahasa, kata riba berarti ziyadah yaitu tambahan, 

kata riba juga biasa disebutkan dengan lafadz yang berbeda yaitu rama‟ 

yang berarti riba. Riba juga disebut dengan rubbiyah artinya riba atau 

darah.
18

  

 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berf;irman: 

                   

                       

                        

                                                             
16

 Ammi Nur Baits, Ada Apa Dengan Riba, Muamalah Publishing h. 1 
17

 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya, h.564 
18

 Ahmad Sarwat, Kiat-Kiat Syar’i Hindari Riba , Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2019, h. 6 
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   “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan s;etan karena gila. 

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 

riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya,; lalu dia 

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya d ahulu menjadi milik;nya 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." 

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275) 

 
 

Menurut seorang ahli ekonomi lIslam, Yusuf Al-Qardhawil 

dalam Fawai all-Bunuk Hiya l ar-Ribal al-Haraml “setiap pinjaman yang 

mensyaratkan didalamnya tambahan adalah riba.” Sementara itu. 

Menurut Madzab Hanafi, konsep ribal dari sudut pandang syari l‟ah 

adalahl kelebihan barang tanpa penggantian dalam kontrak pertukaran 

barang dengan barang.
19

 

Riba secara harfiah memiliki dua arti. Pertama, Riba secara 

luas mangacu pada semua transaksi jual beli yang dilarang syariah. 

Kedua, Riba dalam arti sempit adalah kelebihan kepemilikan tanpa 

adanya pertukaran hasil dalam transaksi bisnis antara barang dengan  

barang. Arti harfiah dari Riba adalah tumbuh (growth), naik (rise), 

membengkak (swell), bertambah (increase) dan tambahan (addition). 
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 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di 

Tengah Asuransi Konvensional, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 53. 
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 Larangan Riba dalam Al-Qur‟an. Berdasarkan beberapa ayat 

dalam Al-Qur‟an, ada konsekuensi diantara ahli hukum dan teologi 

muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Disebutkan dalam tiga surah 

dalam Al-Qur‟an yaitu surah Al-Imraan ayat 130, surah an-Nisaa‟ ayat 

161, dan surah ar-Ruum ayat 39.
20

 

Surah-surah Al-Qur‟an tersebut masing-masing menentukan 

mengenai larangan riba sebagai berikut : 

Surah Al-Imraan Ayat 130, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

berfirman: 

 

 اللّٰهَ  ت َّقُوا وَّا ۖ   يٰٰۤ ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََ تأَْكُلُوا الرهبٰٰۤوا اَضْعَا فاً مُّضٰعَفَةً 
  تُ فْلِحُوْنَ  لَعَلَّكُمْ 

 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

beruntung."
21

 (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130) 

  

Surah An-Nisaa‟ ayat 161 Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

berfirman: 

 

اَخْذِهِمُ الرهبٰوا وَقَدْ نُ هُوْا عَنْهُ وَاَ  وّ   وَاَ  ۖ   كْلِ هِمْ امَْوَا لَ النَّا سِ باِ لْبَا طِلِ ََ
ليِْمًا اَ  باً عَذَا مِنْ هُمْ  للِْ كٰفِريِْنَ  عْتَدْنَ ا  

 

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah 

dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara 

                                                             
20 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya. h.408 
21

 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 
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tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara 

mereka azab yang pedih."
22

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 161) 

 

 Surah Ar-Ruum ayat 39, Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

berfirman: 

 

 اٰتَ يْتُمْ  وَمَاٰۤ  ۖ   سِ فَلََ يَ رْبُ وْا عِنْدَ اللّٰهِ  النَّا لِ  امَْوَا فِْٰۤ  ۖ  وَمَاٰۤ اٰتَ يْتُمْ مهنْ رهباً لهيَ رْبُ وَا
الْمُضْعِفُوْنَ  هُمُ  ئِكَ ۖ  ولٰ  فاَُ  اللّٰهِ  وَجْهَ  ترُيِْدُوْنَ  زكَٰوة   مهنْ   

 

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya)." (QS. Ar l-Rum l30: Ayat 39 l) 

  

F. Gharar 

Gharar dalam bahasa arab adalah al-khathr, pertaruhan, majhu 

al-aqibah, tidak jelas atau juga dapat diartikan juga sebagai 

almukhtakharah, pertaruhan dan al-jahaah, ketidakjelasan. Gharar 

adalah suatu bentuk keraguan, tipu daya, atau tindakan yang bertujuan 

untuk merugikan orang lain.
23

 

Dalam fiqh, gharar adaah hal atau ketidaktahuan tentang 

akibat suatu perkara, peristiwa/kejadian dalam transaksi, pertukaran 

atau jual beli, ataupun ketidakpastian dan ketidakjelasan antara baik 

dan buruknya. 
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Menurut Mazhab Syafi‟i g harar artinya segala sesuatu yang 

akibatnya tersembunyi dan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat 

yang tidak diinginkan dan menakutkan. Sedangkan Ibnu Qayyim 

mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur 

apakah barangnya ada atau tidak, seperti jual beli kuda liarl yang belum l 

tentu bisal ditangkap meskipunl kuda adal atau terlihat. 

Gharar atau disebut juga dengan Taghrir, yaitu suatu keadaan 

dimana terjadi ketidaklengkapan informasi yang disebabkan oleh kedua 

belah pihak karena adanya l uncertainty tol both partiesl (ketidakpastian 

daril kedua belahl pihak yangl bertransaksi). Dalaml tadlis, yangl terjadi 

adalahl pihak Al tidak mengetahuil apa yangl diketahui oleh pihakl B 

(unknow tol one partyl). Sedagkan dalam ltaghrir, baik pihakl A atau 

pihakl B tidakl yakin akan sesuatu yangl di transaksikan (uncertain tol be 

parties). Gharar l ini terjadil bila kital berhadapan dengan sesuatu  yangl 

seharusnya bersifatl pasti (certainl) bukannya tidak pastil (uncertain).
24

 

Secara terminologi gharar adalah al-khida atau penipuan, yaitu 

suatu perbuatan yang diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Dalam 

istilah fiqih gharar berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang 

diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Para ahli fiqih sepakat 

                                                             
24
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dalam mendefinisikan peluang yang sama kuatnya keberadaan dan 

yang tidak di ketahui atas sesuatu yang dicapai dapat juga bersifat tak 

berwujud.
25

 

Gharar adalah nama yang memiliki akar kata dengan gharar 

yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tipu daya atau tipu 

muslihat. Sedangkan dalam refleksinya Gharar mengandung unsur all-

qimar, yangl berarti satul pihak di untungkan danl pihak lainnya 

ldirugikan.
26

 

Gharar dianggap sebagai penyebab utama batalnya akad. 

Disebabkan oleh kemungkinan kerugian atau penipuan kepada salah 

satu pihak yang telibat dalam kontrak. Salah satu ulama Hanafiyah, 

mengartikan bahwa gharar adalah transaksi pada benda yang tidak 

diketahui. 

 Pada dasarnya Menurut ahli Fiqih, Gharar adalah sifat 

muamalah yang membuat sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-

‘aqibah). Secara oprasional Gharar dapat diartikan sebagai dua pihak 

dalam transaksi, yang tidak memiliki kepastian tentang barang yang 
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menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, harga dan juga waktu 

penyerahannya, sehingga pihak kedua tersebut dirugikan. 

Hukum Gharar adalah dasar mengambil hukum dalam Islam 

atas segalal sesuatu dalaml syariat Islaml bentuk dan kriterianya harus 

ljelas. Agar  penempatan tersebut memproleh kepastian tersebut berada 

pada tingkat berwenang akan mendapatkanl suatu lkepastian, untuk 

menempatkanl pada tingkatanl boleh ataul tidaknya untuk l dilakukan danl 

dapat dijadikanl landasan lHukum. 

Ibnu Taimiyah l menjeaskan bahwa pearangan terhadap l 

transaksi ghararl didasarkan pada arangan Allah l Swt. Atasl pengambian 

harta/hakl miik orang lainl dengan caral yang tidakl dibenarkan lbathil. 

Menurut Ibnu l Taimiyah dalam gharar ada unsur memakan harta orang 

lain dengan cara yang salah. 

Transaksi perdagangan l umumnya melibatkan risikol untung 

danl rugi. Wajar l bagi setiapl orang yang berdagang selalu berharapl 

untuk mendapatkanl keuntungan, namun dalaml setiap bisnis belum 

tentu selalu untungan. Menurut Imam Ghazali, motivasi seorang 
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pedagang adalah untung di dunia dan untung di akhirat keuntungan dan 

kerugian merupakan hal yang tidak pasti dalam bisnis.
27

 

Dapat ditegaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan akad 

hanya dikaitkan dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya ketika risiko 

muncul, seseorang mencoba menguntungkan satu pihak dengan 

mengorbankan pihak lain kemudian menjadi gharar. 

Menurut Ibnu Taimiyah, jelas bahwa Allah Swt dan 

Rasulullah Saw tidak melarang jenis risiko apapun, atau jenis transaksi 

apapun yang memiiki kemungkinan rugi atau untung ataupun tidak 

untung atau rugi. Apa yang dilarang dalam transaksi tersebut adalah 

kenikmatan yang tidak semestinya atas milik orang lain, bahkan jika 

tidak ada risiko, dan bukan risikonya yang dilarang. 

Adapun gharar yang diharamkan adalah karna hubungannya 

dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak wajar. 

Karena itu, bukan hanya tentang keberadaan, ketidakpastian ataupun 

disebut pula dengan permainan peluang, karena akan menimbulkan 

kerugian bagi pihak lain. 
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Gharar dalam transaksi kredit dan deposito, beban bunga 

adalah ditetapkan adalah  jenis gharar yang mempertaruhkan kewajiban 

satu pihak dengan pihak lain. 

 

G. Maysir (Perjudian) 

Secara sederhana yang dimaksud dengan maysir adalah 

permainan, yaitu suatu permainan dimana salah satu pihak harus 

menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. 

Permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk game  of chance, 

game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero 

sum game, yaitu kondisi yang menempatkan satu pihak atau beberapa 

pemain harus berlatih dengan mengorbankan pemain lain. 

Allah SWT. Telah memberi penegasan terhadap keharaman 

melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir 

(perjudian) Allah Berfirman dalam Surah Al-Maidah 90 : 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 

ا اًَِّوَا الْخَوْزُ  هٌَىُْۤٗ اَ يُّهَا الَّذِيْيَ اه
ًْصَا بُ وَا لَْْ سْلَْ مُ رِجْسٌ يهۤٗ وَا لْوَيْسِزُ وَا لَْْ 

يِ فَا جْتٌَِبىٍُُْ لَعَلَّكُنْ تفُْلِحُىْىَ  يْطه يْ عَوَلِ الشَّ  هِّ

 

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 
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jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." 
28

(QS. Al-

Ma'idah 5: Ayat 90) 
 

Istilah Maysir/judi adalah suatu bentuk benda yang diartikan 

sebagai tempat untuk mempermudah sesuatu. Dikatakan untuk 

membuat segalanya slebih mudah, karena seseorang yang seharusnya 

pergi kea rah lain tetapi sebaliknya. Mencari jalan pintas dengan 

harapan mencapai tujuan yang diinginkan, meskipun itu bententangan 

dengan aturan syariah. 

Maysir adalah suatu bentuk perjudianbagi  orang arab pada 

masa jahiliyah dengan menggunakan azlam. Sebuah permainan 

menggunakan qidah dalam segala hal. Maysir juga diartikan sebagai 

segala sesuatu yang mengandung unsur qimar, bahkan permainan anak 

kecil dengan jauz.
29

 

                                                             
28

 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya. h. 210 
29

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis, dan  Sosial  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 265 



 
 

  

77 

 

 


